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Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadapan ida Sang Hyang
Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan
tepat waktu.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban institusi pemerintah/Perangkat
Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika
melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi
pemerintah diukur dari kinerja, hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas
penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2025, disusun dengan
menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban
sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini
mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara
kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan sebagai
wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan di sisi lain
merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan
dalam mendukung proses evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modai dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk
pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan efektifitas dan produktivitas
kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 12 Pebruari 2026

KEPALA_DINAS PENANAMAN MODAL

“PEMBINA UFAMA MADYA (Vi)
NIP:-19681129198003 1 007
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RINGKASAN EKSEKUTIF I

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024 — 2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan Tujuan 7
(tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik. Sasaran yang menjadi acuan yaitu Sasaran 1.3.
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja
dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan Sasaran 7.3. Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
dan Inovasi Daerah.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui
Renstra periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran
strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta
optimalnya sistem layanan perizinan. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin
dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali adalah:

1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali

2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan anggaran Tahun
2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian

tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
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Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis
Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,
pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali
melalui  indikator  kinerja utama  persentase peningkatan nilai
investasi/penanaman modal untuk tahun 2025 tercapai melebihi target yang
ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan
tanggungjawab pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman
modal (LKPM). Untuk pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama
indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan
non perizinan, untuk tahun 2025 juga tercapai melebihi target yang
ditetapkan. Jadi secara keseluruhan pencapaian kinerja sudah 100%.

Belanja  Langsung Tahun 2025 dengan anggaran  sebesar
Rp.17.908.672.989,00 terserap sebesar Rp.15.603.611.923,00 atau 87,13%.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2025 telah tercapai 100%.

Beberapa penyebab keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut

antara lain:

1.

Meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha dalam
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Adanya komitmen pimpinan beserta jajaran unit pelaksana pelayanan publik
untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, transparan dan

akuntabel.
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Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk

tahun-tahun kedepan adalah :

1.

Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi investasi
yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi komoditas, profil
daerah, infrastruktur dan energi).

Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor
dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.
Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi
yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan
antar wilayah.

Pengembangan fasilitasi kemitraan/matchmaking di bidang penanaman
modal.

Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek
kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan
perundangan yang berlaku.

Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota lebih
diintensifkan lagi.

Mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan non perizinan, kemampuan sumber daya manusia serta

melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan cepat.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,
sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun
2025 diharapkan dapat :

1. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang
didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak
lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan

program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2025, yaitu:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT [=="""~- !

SUB BAGIAN i
UMUM DAN !
KEPEGAWAIAN :

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL & PELAKSANA




Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Dinas yang
mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
menyelenggarakan Fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat
mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung,
kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan
struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun
yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan

dengan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.



1.4.1su —isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat
dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :
1. Belum optimalnya nilai investasi.

2. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat
mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari
dalam organisasi itu sendiri :
a. Kekuatan (Strength)

Faktor-faktor strategis internal yang dapat menjadi sumber kekuatan

antara lain :

1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan

penanaman modal.

2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3) Adanya Peraturan Perundang — undangan yang mendukung

kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.

4) Adanya Struktur Organisasi yang jelas.

b. Kelemahan ( Weakneses)

Disamping kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

juga memiliki kelemahan-kelemahan internal yaitu :

1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai.

2) Belum optimalnya pemahaman tujuan dan sasaran organisasi

oleh pegawai.

3) Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.



2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1)

2)

3)

4)

5)

Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu
destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup
memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
Terkenalnya nama Bali (sebagai Brand Name), sebagai daerah
tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi
Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi
jual beli hasil produksi.

Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif
terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku,
agama dan asal negara.

Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk
dunia usaha secara profesional.

Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh

untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

b. Ancaman/Tantangan (Threats).

1)

2)

3)

Penerapan otonomi daerah, ternyata tidak selalu memberikan
keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya
ketidakpastian hukum berinvestasi.

Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan
permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif
investasi.

Pembangunan wilayah yang tidak seimbang, antar
Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai

masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.



4) Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif
kecil (5.590,15 KM?) tidak sebanding dengan jumlah penduduk
4.443.300 jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan
marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.

5) Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah
Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali
sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan
terkadang menimbulkan persaingan antar daerabh.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas
maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi
diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman,
Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi diversifikasi konsentris adalah strategi dengan meningkatkan
kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul.
Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi sebagai berikut :
1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi

daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang
handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta
dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang
kuat.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan
tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai
ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap
pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman
Modal di Provinsi Bali.

3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan
pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi
perizinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan

pelayanan terhadap publik.



1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
1.4. Isu-Isu Strategis
1.5. Sistematika Penulisan
Bab Il Perencanaan Kinerja
2.1. Rencana Strategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025
2.5. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2025)
Bab Il Akuntabilitas Kinerja
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
3.2. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Bab IV Penutup



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali mengacu pada Tujuan 1 (satu) Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Bali yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali dan
Tujuan 7 (tujuh) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sasaran yang menjadi
acuan yaitu Sasaran 1.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu
Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali dan
Sasaran 7.3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali yaitu

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerabh.

a. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut,
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026 menetapkan
1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Tujuan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah
terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem
layanan perizinan.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :
1) Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non

perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
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b. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah mewujudkan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

a. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Pertama:

1)

2)

3)

Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah meningkatkan

investasi daerah.

Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah:

a. Mendorong kerjasama  promosi, pengawasan dan
pengendalian penanaman modal

b. Memberikan insentif investasi.

Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan

kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran pertama sebagai

berikut :

a) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

b) Program pengembangan iklim penanaman modal

c) Program promosi penanaman modal

d) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman

modal

b. Strategi, Kebijakan, Program Sasaran Kedua:

1)

Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah.
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2) Kebijakan
Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah

optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudabh.

3) Program
Program dari

masing-masing urusan Yyang melaksanakan

kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran kedua didukung

oleh Program pelayanan penanaman modal.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti yang telah diuraikan

diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (Outcome) dalam mencapai

masing-masing dari

sasaran strategis,

Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada
tabel berikut :

KINERJA UTAMA ATAU

berusaha, perizinan dan
nonperizinan yang cepat,
efektif, efisien,transparan
dan akuntabel

perizinan dan non perizinan

terisi dikali nilai

perimbang.

dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali

NO
SASARAN STRATEGIS/ INDIKAJ_(I?EMKAN ERJA PENJ E}_F%SéA’\L\IU(fL_ASAN) PEN‘]':'\\‘/(\?AGBUNG SUMBER DATA

HASIL (OUTCOME)

1 2 8 4 5) 6

1 Meningkatnya nilai | Persentase peningkatan nilai | Jumlah nilai investasi | Kepala Dinas Press Rilis
investasi Penanaman | investasi/ penanaman modal tahun evaluasi dikurangi | Penanaman Modal Kementerian
Modal Dalam  Negeri jumlah nilai investasi tahun | dan Pelayanan investasi /BKPM
(PMDN) dan Penanaman sebelum evaluasi dibagi | Terpadu Satu Pintu
Modal Asing (PMA) di jumlah nilai investasi tahun | Provinsi Bali
Provinsi Bali sebelum evaluasi dikali

100 persen

2 Meningkatnya  kualitas | Indeks kepuasan masyarakat | Total nilai persepsi per | Kepala Dinas Kuisioner yang

pelayanan perizinan | pelayanan perizinan berusaha, | unsur dibagi total unsur | Penanaman Modal diisi oleh

pemohon izin




12

2.3. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN
Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) tahun,
dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 seperti terlihat dalam tabel berikut:

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN
KINERJA UTAMA
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Terwujudnya Meningkatnya Nilai investasi (IKU Triliyun 15,56
peningkatan nilai nilai investasi Tahun 2020 s/d
investasi PMA PMA dan 2021)
maupun PMDN PMDN di
dan pelayanan Provinsi Bali
perizinan yang (Sasaran
cepat, Tahun 2019
transparan dan s/d 2023)
akuntabel
(Tujuan Tahun
2019 s/d 2023)
Persentase Persen 14 18
peningkatan nilai
investasi/penanaman
modal di luar
sarbagita (IKU
Tahun 2022 s/d
2023)
Meningkatnya Indeks pelayanan Skore 87
pelayanan publik perizinan dan
perizinan dan non perizinan (IKU
non perizinan Tahun 2020 s/d
yang cepat, 2021)
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
(Sasaran
Tahun 2019
s/d 2023
Indeks Kepuasan Skore 87,5 88
Masyarakat (IKU
Tahun 2022 s/d
2023)
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1 | Terwujudnya a. | Meningkatnya Persentase Persen 4,55 | 6,96
peningkatan nilai nilai investasi peningkatan nilai
investasi Penanaman investasi/penanaman
Penanaman Modal Dalam modal (IKU Tahun
Modal Dalam Negeri (PMDN) | 2024 s/d 2026)
Negeri (PMDN) dan
dan Penanaman Penanaman
Modal Asing Modal Asing
(PMA) serta (PMA) di
optimalnya Provinsi Bali
sistem layanan (Sasaran
perizinan Tahun 2024
(Tujuan Tahun s/d 2026)
2024 s/d 2026)
b. | Meningkatnya Indeks kepuasan Nilai 88,50 | 89
kualitas masyarakat
pelayanan pelayanan perizinan
perizinan berusaha, perizinan
berusaha, dan non perizinan
perizinan dan (IKU Tahun 2024 s/d
non perizinan 2026)
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
(Sasaran
Tahun 2024
s/d 2026)
2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali menyusun Dokumen Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari
tujuan, sasaran dan program tahunan, sebagaimana tabel berikut:
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA | satyaN | TARGET
UTAMA
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya peningkatan | Meningkatnya nilai investasi Persentase % 6,96
nilai investasi Penanaman | Penanaman Modal Dalam peningkatan nilai
Modal Dalam Negeri Negeri (PMDN) dan investasi/penanaman
(PMDN) dan Penanaman | Penanaman Modal Asing modal
Modal Asing (PMA) serta (PMA) di Provinsi Bali
optimalnya sistem layanan
perizinan
Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan Nilai 89
pelayanan perizinan masyarakat
berusaha, perizinan dan pelayanan perizinan
nonperizinan yang cepat, berusaha, perizinan
efektif, efesien, transparan dan non perizinan
dan akuntabel.
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2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2025)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja yang ingin
dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN UTAMA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
1. | Meningkatnya nilai investasi Persentase peningkatan % 6,96
Penanaman Modal Dalam nilai investasi/penanaman
Negeri (PMDN) dan modal

Penanaman Modal Asing
(PMA) di Provinsi Bali

2. | Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan Nilai 89
pelayanan perizinan masyarakat pelayanan
berusaha, perizinan dan perizinan berusaha,
nonperizinan yang cepat, perizinan dan non
efektif, efesien, transparan perizinan

dan akuntabel.

Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan iklim Pembuatan peta potensi
penanaman modal investasi provinsi

- Penyusunan peta potensi

: . L Rp.140.433.115,00
investasi provinsi

2. Promosi penanaman modal Penyelenggaraan promosi
penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah
provinsi

- Pelaksanaan kegiatan
promosi penanaman modal Rp. 103.638.110,00
kewenangan provinsi



Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal

Pengelolaan data dan
sistem informasi penanaman
modal

Pelayanan penanaman
modal
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Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi

- Pengawasan penanaman

modal Rp. 17.280.000,00

- Penyelesaian permasalahan
dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam
merealisasikan kegiatan
usahanya

Rp. 100.101.902,00

- Bimbingan teknis kepada
pelaku usaha Rp. 38.900.000,00

Urusan pengelolaan data dan
informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal
yang terintegrasi pada tingkat
daerah provinsi

-Pengolahan, penyajian dan

pemanfaatan data dan informasi

perizinan berbasis sistem Rp. 38.395.410,00
pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik

Penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas daerah
kabupaten/kota

-Penyediaan pelayanan

perizinan berusaha melalui Rp. 358.765.837,00
sistem perizinan berusaha

berbasis risiko terintegrasi

secara elektronik

- Penyediaan dan pengelolaan Rp. 76.310.820,00
layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
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Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi

Bali, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai

investasi/penanaman modal, cara pencapaian sasaran ini dengan

menetapkan:

a.

Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan,
sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
» Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- Sub kegiatan: penyusunan peta potensi investasi provinsi,
jumlah anggaran Rp. 140.433.115,00
Program promosi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan
dan anggaran sebagai berikut :
» Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Sub kegiatan: pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 103.638.110,00
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan

kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
e Kegiatan: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
- Sub kegiatan: pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran
Rp. 17.280.000,00
- Sub kegiatan: penyelesaian permasalahan dan hambatan yang
dihadapi pelaku wusaha dalam merealisasikan kegiatan
usahanya, jumlah anggaran Rp. 100.101.902,00
- Sub kegiatan: bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah
anggaran Rp. 38.900.000,00
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Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

e Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan

non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat

Daerah Provinsi.

Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data
dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran
Rp. 38.395.410,00

2. Tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel dapat diukur dengan indikator kinerja indeks

kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non

perizinan. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan :

a.

Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan, sub

kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

e Kegiatan: penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas

daerah kabupaten/kota.

- Sub kegiatan: penyediaan pelayanan perizinan berusaha

melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi
secara elektronik, jumlah anggaran Rp. 358.765.837,00

Sub kegiatan: penyediaan dan pengelolaan layanan
konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, jumlah
anggaran Rp. 76.310.820,00
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggung jawaban terhadap tingkat pencapaian
kinerja, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan,
program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali tahun 2025. Pertanggung jawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari
beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan, sub kegiatan, pengukuran atau
penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat
keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing
indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan
kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan
beberapa cara yaitu :

1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 dengan
realisasinya.

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 untuk setiap indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan

adalah sebagai berikut :
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SASARAN KINERJA NTEATER
NO TUJUAN TUJUAN/SASARAN KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya nilai Persentase % 6,96 17,25
peningkatan nilai investasi peningkatan nilai
investasi penanaman Penanaman Modal investasi/penanaman
Modal Dalam Negeri Dalam Negeri modal
(PMDN) dan (PMDN) dan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Asing (PMA) serta Asing (PMA) di
optimalnya sistem Provinsi Bali
layanan perizinan
1.2. Meningkatnya Indeks kepuasan Nilai 89 93,453
kualitas pelayanan | masyarakat
perizinan berusaha, | pelayanan perizinan
perizinan dan non | berusaha, perizinan
perizinan yang | dan non perizinan
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu "Terwujudnya peningkatan nilai
investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan, ditetapkanlah
sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali sebagai berikut :

a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali dengan indikator
kinerja utama (IKU) Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman
modal. Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan  peningkatan nilai
investasi/penanaman modal sebesar 6,96%, dengan realisasi sebesar
17,25%.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan
nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sebesar 89

(nilai), realisasi sebesar 93,453 (nilai).
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

kinerja tahun

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN CAPAIAN TAHUN CAPAIAN CAPAIAN TAHUN CAPAIAN TAHUN CAPAIAN TAHUN
KINERJA 2021 TAHUN 2022 2023 2024 2025
SN TARGET | REALISASI | TARG | REALISA [ TAR REALISA | TARGET | REALISA | TARG | REALISA
ET sl GET sl sl ET sl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Terwujudnya a | Meningkatnya Nilai investasi Triliyun 15,56 8,27
peningkatan nilai investasi (IKU Tahun
nilai investasi PMA dan 2020 s/d
PMA maupun PMDN di 2021)
PMDN dan Provinsi Bali
pelayanan (Sasaran
perizinan Tahun 2019 Persentase Persen 14 10,24 18 19,39
yang cepat, s/d 2023) peningkatan
transparan nilai
dan investasi/pen
akuntabel anaman
(Tujuan modal di luar
Tahun 2019 sarbagita
s/d 2023) (IKU Tahun
2022 s/d
2023)
b | Meningkatnya Indeks Skore 87 92,554
pelayanan pelayanan
perizinan dan publik
non perizinan perizinan dan
yang cepat, non perizinan
efektif, efisien, (IKU Tahun
transparan dan | 2020 s/d
akuntabel 2021)
(Sasaran
Tahun 2019
s/d 2023
Indeks Skore 87,5 93,68 88 92,128
Kepuasan
Masyarakat
(IKU Tahun
2022 s/d
2023)
1 Terwujudnya a | Meningkatnya Persentase Persen 4,55 93,05 6,96 17,25
peningkatan nilai investasi peningkatan
nilai investasi Penanaman nilai
Penanaman Modal Dalam investasi/pen
Modal Dalam Negeri anaman
Negeri (PMDN) dan modal (IKU
(PMDN) dan Penanaman Tahun 2024
Penanaman Modal Asing s/d 2029)
Modal Asing (PMA) di
(PMA) serta Provinsi Bali
optimalnya (Sasaran
sistem Tahun 2024
layanan s/d 2029)
perizinan
(Tujuan
Tahun 2024
s/d 2029)
b | Meningkatnya Indeks Nilai 88,50 93,594 89 93,453
kualitas kepuasan
pelayanan masyarakat
perizinan pelayanan
berusaha, perizinan
perizinan dan berusaha,
non perizinan perizinan dan
yang cepat, non perizinan
efektif, efisien, (IKU Tahun
transparan dan | 2024 s/d
akuntabel 2029)
(Sasaran
Tahun 2024
s/d 2029)
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Terlihat pada tabel diatas bahwa beberapa kali ada perubahan Indikator

Kinerja Utama (IKU), hal tersebut disebabkan karena realisasi kinerja

khususnya terkait investasi tidak tercapai sesuai target yang direncanakan.

Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut realisasi

terkait investasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Begitu juga terkait indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat

pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, realisasi juga

melebihi target yang ditetapkan.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan

Strategis (Renstra)

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Capaian Tahun Target Renstra
Utama 2025 Tahun 2025
Target | Reali | Target | Reali
sasi sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya Meningkatnya nilai Persentase % 6,96 17,25 6,96 17,25
peningkatan nilai investasi peningkatan nilai
investasi Penanaman Modal investasi/penanaman
Penanaman Modal Dalam Negeri modal
Dalam Negeri (PMDN) dan
(PMDN) dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Asing (PMA) di
Asing (PMA) serta Provinsi Bali
optimalnya sistem
layanan perizinan
Meningkatnya Indeks kepuasan Nilai 89 93,453 89 93,453

kualitas pelayanan
perizinan berusaha,
perizinan dan non
perizinan yang
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

masyarakat
pelayanan perizinan
berusaha, perizinan
dan non perizinan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran

sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari

indikator kinerja utama tahun 2025 sudah sesuai dengan target kinerja yang

ditargetkan dalam Renstra.
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

perizinan dan
non perizinan
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel

perizinan

No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Standar %
Tahun 2025 Nasional Capaian
1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya Persentase peningkatan
nilai investasi nilai investasi/penanaman | 17,25 % NIHIL NIHIL
Penanaman modal
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
dan Penanaman
Modal Asing
(PMA) di Provinsi
Bali
2 | Meningkatnya
kualitas Indeks kepuasan 93,453 NIHIL NIHIL
pelayanan masyarakat pelayanan (nilai)
perizinan perizinan berusaha,
berusaha, perizinan dan non

Untuk standar

nasional terkait indikator

persentase peningkatan nilai

investasi/penanaman modal dan indeks kepuasan masyarakat pelayanan

perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tidak ada (Nihil).
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5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

No Tujuan/ Indikator 2025 Analisis Solusi yang
Sasaran Kinerja Keberhasilan/ dilakukan
Strategis — - Kegagalan

Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya | Persentase - Sosialisasi/ Bimtek | Tetap melakukan
nilai investasi peningkatan | 6,96 % | 17,25% | 348,07% yang diberikan | pengawasan dan
Penanaman _nilai _ kepada pelaku rr_lem_berikan _
Modal Dalam investasi/ bimbingan teknis
. usaha
Negeri penanaman kepada pelaku
(PMDN) dan modal Meningkatnya usaha yang belum
Penanaman memahami dan
Modal Asing pemahaman  dan | naih terhadap
(PMA) di tanggungjawab peraturan
Provinsi Bali pelaku usaha | perundangan yang
untuk melaporkan | berlaku
LKPM
2 | Meningkatnya | Indeks Adanya komitmen | - Dalam
kualitas kepuasan (N8i|?ai) Szi“f'jf’ 105% pimpinan beserta memberikan
pelayanan ma|15yarakat jajaran unit pelayanan selalu
perizinan pelayanan pelaksanaan berpedoman
berusaha, perizinan .
perizinan dan berusaha, pelayanan publik pada SOP
nonperizinan perizinan untuk selalu c
yang cepat, dan non berupaya - Mengupayakan
efektif, efisien, | perizinan memberikan untuk
transparan dan pelayanan secara mempertahankan
akuntabel cepat, transparan kualitas
dan akuntabel pelayanan
perizinan
Semua unsur yang berusaha,

menjadi acuan
SKM
mendapatkan nilai
bagus dan
mengalami
peningkatan pada
setiap bulannya.
Unsur tertinggi
didapatkan oleh
unsur “perilaku
petugas
pelaksana”
dikarenakan
responden puas
atas pelayanan
yang diberikan.

perizinan dan non
perizinan

- Meningkatkan
kemampuan dan
kenyamanan
serta
melaksanakan
pelayanan publik
secara
transparan,
akuntabel
cepat.

dan
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Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2025 telah dapat dicapai
100%, baik dalam pencapaian target persentase peningkatan nilai
investasi/penanaman modal dan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tercapai melebihi

target yang ditetapkan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara
rencana kinerja dengan realisasi daripada aspek input, output dan outcome.
Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat
efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
No Tujuan/ Indikator Kinerja Anggaran Tingkat
Sasaran Strategis Efisiensi

Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian

Meningkatnya nilai

Penanaman
Modal Dalam
Negeri (PMDN)
dan Penanaman
Modal Asing
(PMA) di Provinsi
Bali

Meningkatnya

perizinan (Nilai) (Nilai)
berusaha,
perizinan dan non
perizinan yang
cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian
kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali yang didukung
langsung oleh program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi
penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan

program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terdiri

investasi 6,96% | 17,25% | 348,07% 438.748.537 401.138.108 | 91,43% | 99,74%

kualitas pelayanan 89 93,453 105% 435.076.657 435.076.657 100% 99,05%
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dari 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan capaian kinerja
348,07% dan capaian anggaran 91,43%. Sedangkan untuk mewujudkan
pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
yang didukung langsung oleh program pelayanan penanaman modal yang terdiri
dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan capaian kinerja 105% dan
capaian anggaran 100%. Jadi tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 99,58%.

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang
diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung
dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar mendukung
pencapaian sasaran tersebut dan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis yang ingin diwujudkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan program, kegiatan dan sub

kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran strategis 1: Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali. Sasaran
tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase
peningkatan nilai investasi/penanaman modal, dengan tingkat capaian

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian

1. | Persentase peningkatan nilai 6,96% 17,25% 348,07%
investasi/penanaman modal
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Capaian kinerja yang tampak pada tabel diatas dihitung dengan formula
pengukuran sebagai berikut:

. . umlah Nilai Investasi Tahun Evaluasi — Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi
Realisasi = 2 ) X 100%

Jumlah Nilai Investasi Tahun Sebelum Evaluasi

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut realisasi nilai investasi
sebesar:

~ 42.816.282.671.000 —36.517.510.800.000
Realisasi = X 100% =17,25%
36.517.510.800.000

Dan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula pengukuran:

Realisasi
Target

Capaian = * 100

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut capaian dapat dihitung:

Capaian = 42.816.282.671.000 x 100 = 348,07%
12.300.934.800.000

Tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi tahun 2025 adalah
348,07 %. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 6,96% dengan realisasi
sebesar 17,25%. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target, karena
meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA) di Provinsi Bali”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan :
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. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan dan
sub kegiatan sebagai berikut :

= Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi, sub kegiatannya
penyusunan peta potensi investasi provinsi, jumlah anggaran sebesar
Rp. 140.433.115,00 (seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh
tiga ribu seratus lima belas rupiah).

Output dari kegiatan yang dilaksanakan berupa jumlah kajian peta
potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha dengan target yang
dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu Kajian Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha di Provinsi Bali dengan studi
kasus Rooftop Pasar Singamandawa, Kabupaten Bangli dan
pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kemitraan/Matchmaking antara Usaha
Besar dengan UMKM sebagai wujud komitmen dan kepedulian
Pemerintah  Provinsi Bali dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah
bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan
pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

- Anggaran - Rp. 140.433.115,00

- Realisasi Fisik : Rp. 100%

- Realisasi Anggaran : Rp. 139.203.136,00 (99,12%)

- Sisa Anggaran ' Rp. 1.229.979,00 (0,88 %)
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2. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan dan sub kegiatan
sebagai berikut:
= Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi, sub kegiatannya pelaksanaan kegiatan
promosi penanaman modal kewenangan provinsi, jumlah anggaran
sebesar Rp.103.638.110,00 (seratus tiga juta enam ratus tiga puluh
delapan ribu seratus sepuluh rupiah).

OTE?

L ot NS
INVESTAS

Pelaksanaan kegiatan promosi pada Tahun 2025 difokuskan pada
peninjauan lapangan potensi investasi dan pembuatan video promosi
investasi. Lokasi kegiatan dilaksanakan diluar SARBAGITA meliputi
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli,
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Melalui kegiatan
tersebut diharapkan bahan promosi investasi daerah menjadi lebih
akurat, informatif dan menarik bagi investor serta dapat mendukung

upaya peningkatan minat investasi di daerah.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah
bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan
pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Anggaran : Rp.103.638.110,00

Realisasi Fisik : 96,41%

Realisasi Anggaran : Rp. 99.357.660,00 ( 95,87%)

Sisa Anggaran : Rp. 4.280.450,00 (4,13 %)
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. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
= Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

a. Pengawasan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar
Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Kegiatan pengawasan penanaman modal dilaksanakan dalam
bentuk pengawasan lapangan dengan turun ke lokasi perusahaan.
Kemudian melaksanakan verifikasi kegiatan usaha dengan izin yang
dimiliki. Pengawasan penanaman modal dilakukan di beberapa
Kabupaten/Kota di Bali seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung

dan Kabupaten Gianyar.

b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku
usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, jumlah anggaran
sebesar Rp.100.101.902,00 (seratus juta seratus satu ribu sembilan

ratus dua rupiah).
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Kegiatan tersebut salah satu upaya memfasilitasi pelaku usaha
dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha
dengan target 13 pelaku usaha, terfasilitasikan sebanyak 15 pelaku

usaha.

. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, jumlah anggaran sebesar
Rp.38.900.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu
rupiah).

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan
kompetensi pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan
penanaman modal (proses perizinan berusaha, perizinan dan non
perizinan), termasuk juga untuk meningkatkan pemahaman pelaku
usaha terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku
usaha. Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) kali yaitu
tanggal 18 Juni 2025. Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025

yaitu 40 pelaku usaha.
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah
bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara
keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Anggaran : Rp. 156.281.902,00

- Realisasi Fisik : 80,04%

- Realisasi Anggaran : Rp. 124.181.902,00 ( 79,46%)
- Sisa Anggaran : Rp. 32.100.000,00 (20,54%)

4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,
kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah
Provinsi, sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran sebesar
Rp.38.395.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima

ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Kegiatan dalam bukti dukung dokumentasi tersebut dalam rangka
melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengelolaan data
perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan ke Kabupaten Buleleng

dan Karangasem pada tanggal 17 dan 18 Juni 2025.
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah

bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara keseluruhan

pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Anggaran : Rp. 38.395.410,00
Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Anggaran : Rp. 38.395.410,00 ( 100%)
Sisa Anggaran : Rp. 0,00

b. Sasaran strategis 2: meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha,

perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan

akuntabel. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan

non perizinan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian

1.

Indeks kepuasan masyarakat 89 93,453 105 %
pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan non perizinan

Capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan formula pengukuran

sebagai berikut:

Realisasi = x nilai perimbang

Total nilai persepsi per unsur

Total unsur terisi

Berdasarkan formula pengukuran diatas realisasi dapat dihitung:

Realisasi =

33,643

* 25 = 93,453

Sedangkan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula

pengukuran sebagai berikut :

Capaian = x 100

realisasi

Target
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Berdasarkan formula pengukuran diatas capaian dapat dihitung :

93,453
89

Capaian = X 100 = 105%

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat
perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan tahun 2025 adalah 105%.
Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 89 (Nilai) dengan realisasi 93,453
(Nilai). Survey IKM dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun 2025, dengan jumlah responden sebanyak 1.363 orang.
Dari jumlah tersebut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 736 orang (53,99%), karakteristik
responden berdasarkan pendidikan terakhir terbesar adalah S1, S2 keatas
dengan jumlah 840 orang (61,68%). Kemudian karakteristik responden
berdasarkan pekerjaan utama terbanyak adalah wiraswasta/wirausahawan
dengan jumlah 416 orang (30,52%). Kedua karakteristik terakhir responden
erat kaitannya dengan jenis izin yang dicari terbesar adalah izin penelitian
sebanyak 348 orang (25,53%).

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,0640 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,0641 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,56324 — 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 93,453 sampai

dengan bulan Desember 2025, apabila kita lihat tabel tersebut di atas, maka
dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah
“Sangat Baik” (A).
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Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efesien, transparan dan akuntabel”’, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan:

Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan penanaman
modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota, sub
kegiatan:

a. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem
perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik,
jumlah anggaran sebesar Rp.358.765.837,00 (tiga ratus lima
puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus

tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan
berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko
terintegrasi secara elektronik dii tahun 2025 dengan target 400
pelaku usaha dapat terealisasi sebanyak 5.075 izin dan non izin.
selain memberikan pelayanan kepada pelaku usaha juga
dilaksanakan pemantauan dan verifikasi atas pengajuan dokumen
permohonan oleh pelaku usaha untuk proses perizinan pada

ruang lingkup lintas daerah Kabupaten/Kota di Bali.
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b. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan

berusaha  berbasis risiko, jumlah  anggaran  sebesar
Rp.76.310.820,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu

delapan ratus dua puluh rupiah).

Kegiatan yang telah dilaksanakan vyaitu kegiatan pelayanan
bergerak CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel)
ke-14 (empat belas) pelaku usaha pada Kabupaten Badung,
Karangasem dan Bangli, serta melaksanakan layanan konsultasi
perizinan berbasis risiko ke-3 (tiga) pelaku usaha di Kabupaten

Klungkung.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025. Secara
keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai
berikut:

- Anggaran : Rp. 435.076.657,00

- Realisasi Fisik : 100%

- Realisasi Anggaran : Rp. 435.076.657,00 (100%)

- Sisa Anggaran : Rp. 0,00
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Tabel 7.1 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Capaian Program/Kegiatan Indikator Kinerja | Capaian | Menunjang/
Strategis % dan Sub Kegiatan % Tidak
Menunjang
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Persentase 348,07% | 1 | Program Jumlah proyek 100% Menunjang
nilai investasi peningkatan nilai pengembangan berskala nasional
Penanaman investasi/penanam iklim penanaman | (PMDN/PMA)
Modal Dalam an modal modal
Negeri (PMDN)
dan Penanaman
Modal Asing
(PMA) di
Provinsi Bali
- | Kegiatan: Jumlah kajian 100%
Pembuatan peta | peta potensi dan
potensi investasi | peluang investasi
provinsi berbasis jenis
usaha
- | Sub kegiatan: Jumlah dokumen 100%
Penyusunan peta | peta potensi
potensi investasi | investasi provinsi
provinsi
2 | Program promosi | Persentase 100% Menunjang
penanaman peningkatan
modal investor yang
mengajukan
permohonan
penanaman
modal di Provinsi
Bali
- | Kegiatan: Jumlah dokumen 100%
Penyelenggaraan | publikasi
promosi promosi
penanaman penanaman
modal yang modal
menjadi
kewenangan
daerah provinsi
- | Sub kegiatan: Jumlah dokumen 100%
Pelaksanaan hasil kegiatan
kegiatan promosi | promosi
penanaman penanaman
modal modal provinsi
kewenangan
provinsi
3 | Program Nilai investasi 100% Menunjang
pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal
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- | Kegiatan: Persentase 100%
Pengendalian peningkatan
pelaksanaan pemenuhan
penanaman komitmen
modal yang penanaman
menjadi modal
kewenangan
daerah provinsi

a | Sub Kegiatan: Jumlah kegiatan 72%
Pengawasan usaha dari
penanaman pelaku usaha
modal yang telah

dianalisa dan
diverifikasi data,
profil dan
informasi
kegiatan usaha
dari pelaku
dilakukan
inspeksi
lapangan, serta
dilakukan
evaluasi
penilaian
kepatuhan
pelaksanaan
perizinan
berusaha

b | Penyelesaian Jumlah 100%
permasalahan penyelesaian
dan hambatan permasalahan
yang dihadapi dan hambatan
pelaku usaha yang dihadapi
dalam pelaku usaha
merealisasikan dalam
kegiatan merealisasikan
usahanya kegiatan

usahanya

¢ | Bimbingan teknis | Jumlah pelaku 100%
kepada pelaku usaha yang
usaha mengikuti

bimbingan
teknis/sosialisasi
implementasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko
dan pengawasan
perizinan
berusaha
berbasis risiko

4 | Program Persentase data 100% Menunjang
pengelolaan data | informasi
dan sistem penanaman
informasi modal yang
penanaman terpenuhi sesuai
modal kebutuhan
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- | Kegiatan: Urusan | Jumlah data dan 100%
pengelolaan data | informasi
dan informasi perizinan dan
perizinan dan non perizinan
non perizinan penanaman
penanaman modal yang
modal yang terintegrasi pada
terintegrasi pada | tingkat daerah
tingkat daerah provinsi
provinsi
- | Sub kegiatan: Jumlah data dan 100%
pengolahan, informasi
penyajian dan perizinan
pemanfaatan berbasis sistem
data dan pelayanan
informasi perizinan
perizinan berusaha
berbasis sistem terintegrasi
pelayanan secara elektronik
perizinan yang diolah,
berusaha dikaji dan
terintegrasi dimanfaatkan
secara elektronik
Meningkatnya Indeks kepuasan 105% 1 | Program Persentase 100% Menunjang
kualitas masyarakat pelayanan perizinan dan
pelayanan pelayanan penanaman non perizinan
perizinan perizinan modal yang
berusaha, berusaha, diselesaikan
perizinan dan perizinan dan non sesuai peraturan
non perizinan perizinan perundang-
yang cepat, undangan yang
efektif, efisien, berlaku
transparan dan
akuntabel
- | Kegiatan: Persentase jenis 100%
Penanaman izin dan non izin
modal yang yang terbit
ruang lingkupnya | sesuai
lintas daerah kewenangan
kabupaten/kota provinsi
a | Sub kegiatan: Jumlah pelaku 100%

Penyediaan
pelayanan
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik

usaha yang
mendapatkan
pelayanan
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik
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Sub kegiatan:
penyediaan dan
pengelolaan
layanan
konsultasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko

Jumlah pelaku
usaha yang
memperoleh
layanan
konsultasi
perizinan
berusaha melalui
sistem perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara elektronik

100%

Dari beberapa sub kegiatan, ada 1 (satu) sub kegiatan yang terlihat tidak
tercapai target yaitu sub kegiatan pengawasan penanaman modal hal ini
disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar 50%. Rasionalisasi dilakukan
karena ada program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi unggulan

pembangungan daerah.
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3.2. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan

dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya tahun 2025 terlihat sebagaimana tabel berikut :

kantor

No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian %
1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
a | Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan gaji dan tunjangan 13,871,356,811 12,233,071,326 88.19
ASN
b | Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan komponen instalasi 5,073,400 4,131,000 81.42
listrik/penerangan bangunan
kantor
- | Penyediaan peralatan dan 73,134,300 52,886,398 72.31
perlengkapan kantor
- | Penyediaan bahan logistik kantor 70,000,000 69,944,500 99.92
- | Penyediaan barang cetakan dan 24,133,700 16,276,480 67.44
penggandaan
- | Penyelenggaraan rapat koordinasi 550,606,000 295,156,373 53.61
dan konsultasi SKPD
¢ | Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan:
- | Penyediaan jasa surat menyurat 3,846,500 2,450,000 63.69
- | Penyediaan jasa komunikasi, 152,000,000 130,971,783 86.17
sumber daya air dan listrik
- | Penyediaan jasa pelayanan umum 1,105,108,724 1,091,150,101 98.74
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No

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian %

Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan:

- | Penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan

926,700,460

809,976,400

87.40

- | Pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya

252,887,900

61,382,797

24.27

Program pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi

Sub Kegiatan :

- | Penyusunan peta potensi investasi
provinsi

140,433,115

139,203,136

99.12

Program promosi penanaman modal

Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

provinsi

Sub Kegiatan :

- | Pelaksanaan kegiatan promosi
penanaman modal kewenangan
provinsi

103,638,110

99,357,660

95.87

Program pegendalian pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

provinsi

Sub Kegiatan:

- | Pengawasan penanaman modal

17,280,000

17,280,000

100.00

- | Penyelesaian permasalahan dan
hambatan yang dihadapi pelaku
usaha dalam merealisasikan
kegiatan usahanya

100,101,902

99,651,902

99.55

- | Bimbingan teknis kepada pelaku
usaha

38,900,000

7,250,000

18.64

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman
modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi

Sub kegiatan:

- | Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan informasi
perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

38,395,410

38,395,410

100
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No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Capaian %

6 | Program pelayanan penanaman modal

Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

Penyediaan pelayanan perizinan
berusaha melalui sistem perizinan
berusaha berbasis risiko
terintegrasi secara elektronik

358,765,837

358,765,837

100

Sub Kegiatan:

Penyediaan dan pengelolaan
layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko

76,310,820

76,310,820

100

Dari Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi

Bali sebesar Rp.17.908.672.989,00 terserap

sebesar Rp.15.603.611.923,00 atau 87,13% dengan persentase realisasi fisik

sebesar 99,76%. Sedangkan estimasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk 2 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut :

Tahun

Alokasi Anggaran

No Keterangan
Anggaran
Induk Perubahan
1 2026 18.139.915.462 -
2 2027 19.802.300.601 -
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian
tujuan dan sasaran instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Bali yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun
2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana
Strategis Tahun 2024 - 2026.

2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing
(PMA) di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase
peningkatan nilai investasi/penanaman modal untuk tahun 2025 tercapai
melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena
meningkatnya pemahaman dan tanggungjawab pelaku usaha dalam
menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Untuk

pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
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berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan
masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan
untuk tahun 2025 juga tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini
karena semua unsur yang menjadi acuan survei kepuasan masyarakat
mendapatkan nilai bagus dan mengalami peningkatan pada setiap
bulannya, hal tersebut disebabkan responden puas atas pelayanan yang
diberikan.

3. Belanja Langsung Tahun 2025 sebesar Rp. 17.908.672.989,00 terserap
sebesar Rp. 15.603.611.923,00 atau 87,13% dengan persentase
realisasi fisik 99,76%.

Langkah—langkah atau strategi yang perlu dilakukan kedepannya
dalam upaya peningkatan capaian Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai
berikut :

1. Membangun sistem potensi investasi, yang berisi database potensi
investasi yang menampilkan peta potensi (peluang investasi, potensi
komoditas, profil daerah, infrastruktur dan energi).

2. Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar
sektor dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai
stakeholder.

3. Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas
investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami
kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi
antar sektor dan antar wilayabh.

4. Pengembangan fasilitasi kemitraan/matchmaking di bidang penanaman

modal.
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5. Melakukan pengawasan dan lebih ditingkatkan terkait sosialisasi/bimtek
kepada pelaku usaha yang belum memahami dan patuh terhadap
peraturan perundangan yang berlaku.

6. Koordinasi terkait kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota
lebih diintensifkan lagi.

7. Mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta

melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel dan cepat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan

dan sub kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

Tujuan Sasaran/Capaian Program Target Kebijzkan Pragram Kegiatan Sub Keglatan Ket
Uraian Indikatar Target Uraian indikator 2024 2025 2026 Uraian indikator Uraian Indikator
Tujuan

1 2 3 4 5 3 7 4 9 pLH 11 12 13 14 15 16
1 |Terwujudnya Persentase 7,32% |Maningkatnya  [Nilai investast | 11,57 | 1237 | 1327 | - [Mendorong Program: Kegiatan: Persentase Sub kegiatan: Jumlah'kegiatan

peningkatan nilai {peningkatan nilai investasi kerjasama Pengendalian Pengendalian peningkatan Pengawasan usaha dari pelaku

investasi nilai investasi/ Penanaman promosi, pelaksanaan pelaksanaan pamenuhan penanaman modal  |usaha yang telah

Penanaman penanaman Modat Dalam pengawasan dan  {penanaman modal |peranaman modal |komitmen dianalisa dan

Modal Dalam modal Negeri (PMDN) pengendalian yang menfadi penanaman " |diverifikasi data,

Negeri (PMDN) dan Penanaman penanaman modal kewenangan daerah |modal profil dan informasi

dan Penanaman Modal Asing provinsi kegiatan usaha dari

Modal Asing
[PMA]) serta
optimalnya
sistem layanan
perizinan

{PMA) di Provinsi
Ball

Memberikan
insentif investas)

Penyelesaian
permasalahan dan
hambatan yang
dihadapi pelaku
usaha dalam
meraalisasikan
kegiatan uszhanya

pelaku dilakukan
inspeksi lapangan
serta dilakukan
evaluasi penilaian
kepatuhan
pelaksanaan
petizinan berusaha

Jumiah
penyelesalan
permasalaban dan
hambatan yang
dibadapi pelaku
usaha dalam
merealisasikan
kegiatar: usahanya




Jumtah proyek
barskala
nasianal
(PMDN/PMA]

Persentase
peningkatan
investor yang
mengajukan
permohonan
penaraman
rnodal di
provinsi ball

12,350

33%

12.650

33,5%

13.000

34%

Program:
Pengembangan
iklim penanaman
modal

Program: promosi
penanaman modal

Kegiatan: Penetapan
pemberian
fasilitasfinsentif di
bidang penanaman
modal yang menjadi
kewenangan daerah
provinsi

fegiatan:
Pembuatan peta
potensi investasi
provinsi

Kegiatan:
penyelenggaraan
promosi peranaman
modal yang menjadi
kewenangan daerah
provinsi

Tersedianya
produk hukum
daerah

Iumtah kajian
peta potensi dan
peluang investasi
berbasis jenis
usaha

Jumnlah dokumen
publikasi
promosi
peranaman
modal

Bimbingar teknis
kepada pelaku usaha

Sub Kegiatan:
Penetapan kebijakan
daerah dalam
pembertan
fasilitas/insentif dan
kemudahan
penanaman modal

Sub kegiatan:
Penyusunan peta
potenst investasi
provinsi

Sub keglatan:
penyusunarn strategi
promasi penanaman
modal kewanangan
provinsi

Subs kegiatan:
Pelaksanaan kegiatan
promosi penanarnan
modal kewenangan
provinsi

Jumlah pelaku
usaha yang
mengikuti
himhingan
teknis/soslalisasi
implementasi
perizinan berusaha
berbasis risiko dan
pengawasan
perizinan berusaha
berhasis risiko

Jumlah peraturan
daerah/provinsi
dafam pemberian
fasilitas/insentif
dan kemudahan
penanaman rmodal

Jumtah dokumen
peta potensi
investasi provinst

Jumlzh dokumen
strategi promosi
penanaman modal
kewenangan
provinsi

Jumlah dokumen
hasil kegiatan
promosi
penanaman modal
pravinsi




Persentase 100% | 100% | 100% Program: Kegiatan: urusan Jumlah data dan |Sub kegiatan: Jumiah data dan
data informasl pengelolaan data  |pengelolaandata  |informasi Pengolahan, informasi perizinan
penanarnan dan sistem dan inforrast perizinan dan penyaiian dan berhasis sistem
madal yang informasi perizinan dan non  |non perizinan pemanfaatan data  {pelayanan
terpenuhi penanaman modal |perizinan penanaman dan informasi perizinan berusaha
sesuai penanaman modal  |modal yang perizinan herbasis  |terintegrasi secara
kebutuhan yang terintegrasi terintegrasi pada |sisterm pelayanan elektronik yang
pada tingkat daerah ftingkat daerah  jperizinan berusaha |diolah, dikaji dan
provinsi provinst terintegrasi secara  jdimanfaatkan
elektranik
Indeks 89,5 |Meningkatnya |Persentase 100% 100% 100% | - [Optimalisasi Frogram: Kegiatan: parsentase jenis |Sub kegiatan: lumlah pelaku
' |kepuasan kuzlitas perizinan dan pelayanan publik petayanan Penanaman modal  |izin dan nonizin [Penyediaan usaha yang
masyarakat pealayanan non perizinan yang cepat dan penanaman modal fyang ruang yang terbit pelayanan perizinan |mendapatkan
pelayanan perizinan yang mudah Iingkupnya lintas sesuai berusaha melalui pelayanan
perizinan berusahia, diselesaikan daerah Kabupaten/ [kewenangan sistem perizinan perizinan berusaha
herusaha, perlzinan dan sesuai provinsi berusaha berbasis  [melalui sister
perizinan dan non perizinan peraturan risiko terintegras! perizinan berusaha
non perizinan yang cepat, perundang secara elektronik berbasis risiko
efektif, efisien, Jundangan yang terintegrasi secara
transparan dan  berlaku elektronik
akuntabel
Kegiatan: Persentase jenis |Sub kegiatan: Jumlah pelaku
Penanaiman modal |izin dan nonizin |Penyediaan dan usaha yang
yang menurut yang dilayani pengelolaan layanan |memperoleh
ketentuan peraturan|sasuai konsultasi petizinan |layanan konsuitasi
perurdang- kewenangan berusaha berbasis  |perizinan berusaha
undangan menjadi  [provinsi risiko melalui sistem
kewenangan daerah perizinan berusaha
provinsi berbasis risiko
terintegrasi secara
elektronik
Nilai avaluasi 78,5 79 79,5 Program; Kegiatan: Jumlah dokumen jSub kegiatan: Jumiah dokumen
manajemen penunjang urusan | perencanaan perencanaan dan |penyusunan perencanaan
kinerja pemerintah daerah |penganggaran dan  |pelaporan kinerjs dokumen perangkat daerah
provinsi evaluasi kinerja perencarnaan
perangkat daerah perangkat daerah




Kegiatan:
administrasi
kauangan perangkat
daerah

Kegiatan:
Administrasi
kepegawaian
perangkat dzerah

Kegiatan :
administrasi urnum
parangkat daerah

Jumlah dokumen
administrasi
keuangan

Jumlak peserta
diklat

Persentase
fayznan
administrasi
umum perangkat
daerah

Sub kegiatan:
koordinasi dan
penyusunan
dokumen RKA- SKPD

Sub Kegiatan:
penyediaan gafi dan
tunjangan ASN

Sub Kegiatan:
pendidikan dan
pelatthan pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi

Sub kegtatan:
penyediaan
komponen
instalasifpenerangan
bangunan kantor

Sub kegiatan:
Penyediaan
peratatan dan
perlengkapan kantor

Sub kegiatan:
penyediaan hahan
loglstik kantor

Sub kegiatan:
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Jumlah dokumen
RKA-SKPD dan
laporan hasil
koordinast
penyusunan
dokumen RKA-
SKPD

Jumlah orang yang
menarima gaji dan
tunjangan ASN

Jumlah pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi yang
mengikut!
pendidikan dan
pelatihan

Jumnlah paket
komporen instailasi
listrik/penerangan
banguran kantor
yang disediakan

Jumiah paket
peralatan'dan
perlengkspan
kantor yang
disediakan
Jumiah paket
bahan logistik
kantor yang
disedfakan

Jumiah paket
barang cetakan dan
penggandaan yang
disediakan




Kegiatan:
pengadaan barang
milik daerah
panunjang urusan
pemerintah daerzh

Kegiatan:
penyediaan jasa
RENURjang urusan
pemerintahan
daerah

Kegiatan:
pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

Jumnlzh barang
milik daerah
yang diadakan

Jurnlah jasa
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Jumiah barang
milik daerah
yang dipelihara

Sub kegiatan:
pehyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Sub Kegiatan:
pengadaan sarapa
dar prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainnya

Sub Kegiatan:
penyedizan jasa
surat menyurat

Sub keglatan:
Penyadiaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik

Sub kegiatan:
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor

Sub kegiatan:
penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan
pafak kendaraan
perorangan dinas

atau kendaraan dinas

jabatan

Jumiah laporan
penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
SkPD

Jumlah unit sarana
dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan {ainnya
vang disediakan

Jumlah faporan
penyediaan jasa
surat menyurat

fumilah laporan
penyediaan jasa
kornunikasi,
sumber daya air
dan listrik yang
disedizkan

Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang
disediakan

Jumiah kendaraan
perorangan dinas
atau kenclaraan
dinas jabatan yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya




Sub kegiatan:
pemelibaraan
peralatan dan mesin
lainnya

Sub kegiatan ;
Pemeliharaan/rehabi
litasi sarapa dan
prasarana
pendukung gedung
kantor atau
bangunan lainnya

Hurmiah peralatan
dan mesin lainnya
yang dipelihara

Jumiah sarana dan
prasarana
pendukung gedung
kantor-atau
hangunan lainnya
yang
dipelibara/direhahi
litasi




RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Sasaran Prograrm Kegiatan Sub. Kegiatan Anggaran (Rp}
Uraian Indikator Target Uraian indikator | Target Uraian Indlli((a:;i;::gena Target Uraian mg:lk:t ; ergﬂ::r? o e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ] - Meningkatnya nilai |- Persentase 6,96% |Pengembangan |Jumiah proyek| 12.650 | - Pembuatan peta |- Jumlah kajian peta 2 Penyusunan  |Jumlah 2 215,186,230
investasi peningkatan nilai {klim herskala proyek potensi investasi potensi dan peluang | dokumen |peta potensi dokumen peta |dokumen
Penanaman Modal| investasi/penanaman penanaman naslonal Provinsi investasi berbasis investasi potensi investasi
Dalam Negeri modal maodal {PMDN/PMA) jenis usaha provinsi Provinsi
{PMDHN) dan
Penanaman Modal
Asing {PMA) di
Provinsi Bail
Promosi Persentase 33,5% | - Penyelenggaraan |- Jumiah dokumen 2 Pelaksanaar {Jumiah 1 151,563,520
penanaman peningkatan promasi publikasi promosi dokurmen |kegiatan dokumen hasil | dokumen
modal investar yang penanaman modal| penanaman modal - promosi kegiatan
mengajukan yang menjadi penanaman promaosi
permohonan kewenangan modal penanaman
penanaman daerah provinsi kewenangan maodal provinsi
madal di provinsi
Provinsi Bali
Pengendalian  |Nitai investasi | 12,3T | - Pengendalian - Persentase 2% |Pengawasan |[Jumlah kegiatan 18 34,560,000
pelaksanaan pelaksanaan peningkatan pananaman usaha dari kegiatan
penanaman penanaman modal| pemenuhan modal petaku usaha usaha
modal yang menjadi komitmen yang felah
kewenangan penanaman modal dianalisa dan
daerah provinsi diverifikasi data,
profil dan
informasi
kegiatan usaha
dari peiakuy
dilakukan
inspeksi
fapangan serta
dilakukan
evaluasi
penilaian
kepatuhan
pelaksanaan
perizinan
berusaha




Anggaran (Rp)

Sasaran Program Kegiatan Sub. Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indlb}({a‘:;ira:::erja Target Uraian lngﬂ?tl?; gl?:t!::: | et
2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13 14
Penyeiesatan [Jumlah 13 150,146,230
permasalahan |penyelesaian Kegiatan
dan hambatan |permasalahan usaha
yang dihadapi |dan hambatan
pelaku usaha |yang dihadap!
dalam pefaku usaka
merealisasikan |dalam
kegiatan merealisasikan
usahanya kegiatan
usahanya
Bimbingan Jumiah pelaku 40 38,900,000
teknis kepada jusaha yang pelaku
pelaku usaha |mengikuti usaha
bimbingan
teknis/sosialisasi
implementasi
perizinan
berusaha
berbasis risiko
dan
pangawasan
perizinan
berusaha
berbasis risika
Pengelolaan Persentase 100% | - Urusan - Jumlah data dan 2 Pengolahan,  |Jumlah data dan 2 74,790,820
data dan sistem | deta informasi pengelolaan data informasi perizinan | dokumen |penyajian dan  |informasi dokumen
informasi penanaman dan informasi dan non perizinan pemanfaatan {perizinan
penanaman modal yang perizinan danp non | penanaman rmodal data dan berbasis sistem
rmodal terpenuhi perizinan yang terintegrasi informast pelayanarn
sesual penanaman modal| pada tingkat daerah perizinan perizinan
kebutuhan yang terintegrasi provinsi berbasis sistemn|befusaha
pada tingkat pelayanan terintegrast
daerah provinsi perizinan secara
berusaha elektronik yang
terintegrasi diotah, dikaji
secara dan
elektronik dimanfaatkan




Anggaran (Rp)

Sasaran Program Kegiatan Sub. Kegiatan
Uraian indikator Target | Uraian (ndikator | Target Uraian ‘“d‘f;;i'at*z:e“a Taget | Ursian | o :f;; st ey
2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
Meningkatnya - Indeks Kepuasan 89 |Pelayanan Pergentase 100% Penanaman - Persentase jenis izin | 100% |Penysdiaan Jumlah pelaku 400 667,234,100
kualitas pelayanar| Masyarakat {nilai) |penanaman petizinan dan modal yang ruang | dan hon iZin yang pelayanan usaha yang pelaku
perizinan pelayanan perizinan maodai nen perizinan lingkupnya lintas terbit sesuai perizinan mendapatkan usaha
bentsaha, berusaha, penizinan yang daerah kewenangan berusaha pelayanan
perizinan dan non | dan non perizinan diselesaikan Kabupatenfi{ota Provinsi melalui sistem | perizinan
perizinan yang sesuai perizinan berusaha
cepat, efektif, peraturan berusaha metalui sistem
efisien, transparan perindang- berbasis risiko | perizinan
dan akuntabel undangan terintegrasi berusaha
yang beriaku secara berbasis risiko
elektronik terinfegrasi
secara
eleltronik
Penyediaan Jurniah pelaku 10 151,501,640
dan usaha yang pelaky
pengslalaan memperoleh usaha
layanan layanan
konsultasi konsuitasi
petizinan perizinan
berusaha berusaha
berbasis risiko |metlalui sistemn
perizinan
berusaha
berbasis risiko
terintegrasi
secara
elektronik
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR: 3741 TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Neomor PER/09/M.PAN/S5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dengan berakhimya
masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 dan akan dimulainya Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856;



Menetapkan

KESATU

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842j;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2021 teniang Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomeor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
{(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keria
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 25).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu 8Satu Pintu Provinsi Bah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk
menyusun rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

KETIGA Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh
Sekretaris dan Fungsional Madya, disampaikan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali,

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 16 Nopember 2023

~." AR SEaNaman oL,
SR AL Avanan ey,
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Tembusan keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali, sebagai laporan

2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali

6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
PERIODE 2024-2026

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugashya.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

i. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu saty pinfu yang menjadi kewenangan Provinsi;
Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya,

9ok eN

INDIKATOR KINERJA

PENANGGUNG

efisien, transparan dan akuntabel

perizinan

NO AR PR TR TR PENJELASAN {(ALASANYFORMULA SUMBER DATA | KETERANGAN
SASARAN STRATEGIS/HASIL UTAMA JAWAR
(OUTCOME)
1. Meningkatnya nilai investasi -Persentase peningkatan
Penanaman Modal Dalam Negeri l:r:l:é;rlwes!as ResATHRAN Jumlah Nilai Investas! Tahun Evaluasi — Jumlah Nilai Investasi Tahun sebelum Evaluasi L00% Kepala Dinas Press Rilis
{PMDN} dan Penanaman Modal Jumiah Nilai [nvestasi Tahun sebeium Evaiunasi & Kementerian
Asing (PMA) di Provinsi Bali InvestasiBKPM
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan -Indeks Kepuasan
perizinan berusaha, perizinan dan Masyarakat pelayanan Total nilai persepsi per unsur x Nilai Perimbang Kepala Dinas Kuisioner yang
non perizinan yang cepat, efeklif, perizinan berusaha, Total unsur terisi diisi oleh
perizinan dan hon pemohon izin
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama » Dr. IKETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama . WAYAN KOSTER
Jabatan : Gubernur Bali

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 9 Mei 2025

.. Pihak Kedua Pihak Pertama

" '“l.....“'—*w

INAS PENANAMAN MODAL
fANAN TERPADU SATU PINTU




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20235
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI BALI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya  nilai  investasi | Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman 6,96 %
Penanaman Modal Dalam Negeri | modal
(PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA) di Provinsi Bali
2 Meningkatnya kualitas pelayanan | Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan 89
perizinan berusaha, perizinan dan | berusaha, perizinan dan non perizinan {Nilai)

non perizinan yang cepat, efekitif,
efisien, transparan dan akuntabel




NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
' (Rp)

1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 189.266.230 APBD

2 Promosi Penanaman Modal 136.193.520 APBD

3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 182.326.230 APBD
Modal

4 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 70.950.820 APBD
Penanaman Modal

5 Pelayanan Penanaman Modal 640.175.740 APBD

6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.575.024.900 APBD
Provinsi

JUMLAH ! 19.793.937.440 APBD
Pihak Kedua Pihak Pertama

ALI,

KOSTER T

N}P.‘"l%mzsa 198903 1 007



Gubernur Bali dengan ini memberikan penghargaan kepada:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI
sebagai

Peringkat ke-6 dengan nilai 82,93
Kategori A (MEMUASKAN)

DALAM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Bali, 3 Desember 2025




	c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
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